
BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR
ENPIRAN

6cO.2/kep.    223    -Dpkpp/2024
1 (satu) hapiran

TENTANG

PENETAPAN RAWASAN PERMURTMAN DESA PERBATASAN
DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang      :  a.  bahwa  setiap  orang  berhak  untuk  bertempat  tinggal  dan
mendapatkan lingkungan hidup yang lark dan sehat;

b.   bahwa   kawasan   perbatasan   sebagai   salah   satu   muka
Kabupaten   yang   memiliki   nilai   tinggi   untuk   dijadikan
kawasan  strategis dan menduduki prioritas utana dalam
tempat    tinggal    penduduk,    aktivitas    pertanian,    jasa
perdagangan, dan pusat aktivitas masyarakat lainnya;

c.   bahwa    dalam    rangka    mendukung    fungsi    kawasan
pennukiman desa perbafasan maka diperlukan peninedratan
kualitas     infiastrukfur     kawasan     permukiman     desa
perbatasan;

d.   bahwa    berdasarkan    ketentuan     Pasal     15     huruf    i
Undang-Undang Nomor  1  Tahun 2011  tentang Perumahan
dan  Kawasan  Permukiman,  Pemerintah  Kabupaten/Kota
mempunyal   tugas   melaksanakan   peningkatan   kualitas
perumahan dan permulriman;

e.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam  huruf a,  huruf  b,  huruf  c,  dan  hu"f  d,  periu
menetapkan Kepufusan Bupati tentang Penetapan Kawasan
Permukiman Desa Perbatasan di Kabupaten Cirebon;

Mengingat         : 1.   Undang-Undang     Nomor      14     Tahun      1950     tentang
Pembentu ken       Daerah I Daerah        Kabu paten        Dalam
Ijingkungan Ptopinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia  tanggal   8   Agustus   1950)   sebagainana  telah
diubah  dengan   Undang-Undang   Nomor   4   Tahun   1968
tentang     P€mbentukan     Kabupaten     Purwakarta     dan
Kabupaten   Subang   dengan   mengubah   Undang-Undang
Nomor      14      Tahun       1950      tentang      Pembentukan
Daerah-Daerah   Kabupaten   Dalam   Lingkungan   Propinsi
Djawa    Barat    (Lembaran    Negara    Republik    Indonesia



Tahun   1968   Nomor   31,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 2851 };

2.   Undang-Undang Nomor  I  Tahun 2011  tentang Perumahan
dan   Kawasan   Permukiman   (Iiembaran   Negara  Republik
Indonesia  Tahun   2011   Nomor   7,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah
diubah  beberapa  kali,   terakhir  dengan  Undang-Undang
Nomor   6   Talun   2023   tentang   Penetapan   Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang  Cipta  Keria  menjadi  Undang-Undang  (I.embaran
Negara    Republik    Indonesia   Tahun    2023    Nomor    41,
Tambahan      Lembaran      Negara      Republik      Indonesia
Nomor 6856) ;

3.   Undang-undang   Nomor   6   Tahun   2014   tentang   Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan      Lembaran      Negara      Republik      Indonesia
Nomor  5495),  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali,
terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023
tentang    Penetapan    Peraturan    Pemerintah    Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keria
menjadi    Undang-Undang    (Lembaran    NegaraL    Republ±l€::
Indonesia  Tahun  2023  Nomor  41,  Tambahan  I.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;

4.   Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun   2014   Nomor   244,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diuhah
beberapa  kali,  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  6
Talun   2023   tentang   Fenetapan   Peraturan   Pemerintah
Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang
Cipta  Keria  menjadi  Undang-Undang  (Lembaran   Negara
Republik  Indonesia  Tahun   2023   Nomor  41,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;

5.   Peruturan   Pemerintah   Nomor   14   Tahun   2016   tentang
Penyelenggaraan  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman
(Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2016
Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5833) sebagainana telah diuhah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peratur.an   Pemerintah   Nomor   14   Tahun   2016   tentang
Penyelenggaraan  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman
(Lembaran    N€gara    RepubHk    Indonesia    Tahun    2021
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Ncrmor 6624) ;



6.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2019   tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (I.embaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2019  Nomor  42,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;

7.   Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah  Kabupaten  Cirebon
Tahun  2018-2038  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Cirebon
Tahun 2018 Nomor 7).

Memperhatikan  :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 246 Tahun  2004
tentang    Batas    Wilayah    Kabupaten    Cirebon    Provinsi
Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Kawasan Permukiman Desa Perbatasan di Kabupaten Cirebon
sebagaimana  tercantum  dalam  Lampiran  yang  merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kawasan Permukiman Desa Perbatasan di Kabupaten Cirebon
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai
dasar pelaksanaan pembangunan  infrastniktur di  kawasan
permukiman desa perbatasan.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
padatanggal    8  Mei   2024

BUPATI CIREBON,

Tembusan:
1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah Kabupaten Cirebon.



IAMPIRAN  : KEPUTUSAN BUPATI CIREB0N
NOMOR     : 600.2/Kep.   223  -DPKPP/2024
TANGGAL  :   8   Mei   2024
TENTANG  : KAWASAN   PERMUKIMAN   DESA   PERBATASAN

DI KABUPATBN CIREBON

DAF`rAR KAVASAH      RMUKIHAH DrsA PERBATASAav
DI HABunATEH clREroH

Nth Ka-Pfroqrmm Lehasl
-/ Helqndm H®Era"fro

1 Perbatasan denganKotaCirebon I Deca Pasindangan Kecamatan Gunungjati
2 Desa Adi Dhama Kecamatan Gunungjati
3 Desa Fnangsari Kecamatan KedawLmg
4 Desa Kedungiaya Kecanatan Kedavoung
5 Deca Sutawinangun Kec-tan kedawung
6 Desa Tuk Kecamatan KedawLmg
7 Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung
8 Desa Kepongpongan Kecamatan Talun
9 Deso Kccomberan Kecanatan Tahin
10 Deca Sampiran Kecamatan Talun
11 Deso Cipema Kecamatan Talun
12 Desa S€tupatok Kecanatan Mundu
13 Desa Panengkang Kecamatan Mundu
14 De sa Banj arwangunarl Kecanatan Mundu
15 Deca Suci Kecamatan Mundu
16 Desra Mundupesisir Kecamatan Mundu
17 Deca Kondangsari Kecanatan Peber
18 Desa Sinaran-g Kecamatan Mundu
19 Desa Nanggefa Kecanatan Greged
20 Deca Jatiprcur Keeanatan Gregrd

2 Perbatasan denganJawaTengah 1 Desa Astanalanggar Kecanatan I,osari
2 Desa Barisan Kecamatan Irosari
3 Dcsa liosari Kidul Kecamatan I+osari
4 DesRI losari Lor Kecamatan lflisari
5 Desra Mulyasari Kecamatan I,osari
6 Desa               yu Kecamatan ljosari
7 Desa Tawangsari Kecanatan losari
8 Desa Cfledug Wetan Kecaifeffi Ciledu£
9 Desa Cfledug Lor Kecanatan Ciledug
10 Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug
11 Desa Pasuruan Kecamatan Pabedflan
12 Desa DLckuhwidara Kecamatan Pabedilan
13 nesa REbuntu Kccanatan Pabedilan
14 Desa Kafrouhi Kecamatan Pabedilan
15 Desa Sidaresrfu Kecanatan Pabedilan
16 Desa Baba]ran I+osari Kecanatan Pabedflan
17 Desa Bal:hak&n I.®sari I,®r Kecamatan Pabedilan
18 Desa Tonjong Kecamatan Pasaleman



Ho, Ka"-bermtLELan hohasl
Desa/ Henimhan                     Kecamatan

19 Desa Tanjung Anon             Kecamatan pasaleman
3 Perbatacan denganKabupatenKurfugan I Desra Sidawangi Kecanatan Sumber

2 Desa Matangaji Kecamatan Sumber
3 Desa Cikahiang Kecamatan Dukupuntan£
4 Deca Mandala Kecamatan Dukupuntang
5 Desa Cisaat Kecamatan D ukupuritan£
6 Desa Kuhan£ Kecanatan Talun
7 Desa Sa~dadi Kecanatan Talon
8 Desa Sanpiran Keeanatan Talun
9 Deca Harmpu Kecamatan Beber
10 Deca Wamayasa Kecamatan Beber
11 nesa Ciawi£Rljah Kecanatan Beber
12 Desa Sindangkasih Kecamatan Beber
13 Deca PataTrm Kecamatan Be ber
14 Desa Beber Kecamtan Beber
15 Deca Cipirrm£ Kecamatan Beber
16 Dcso Winduiaya Kecanatan Sedong
17 Desa Winduhaii Kecanatan Sedong
18 Desa Sedong I.or Kecaunatan Sedong
19 Desa Khran~ Kecanatan Sedon£
20 neca K€rfawarmn Kecarmtan Sedo"
21 Desa Sueeeupe Kecanatan Karangivaeng
22 Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng
23 Desa Sumurkondang Kecamatan Karangware ng
24 Desa Ciuvah Kecamatan Wal€d
25 Desa ifrobit Kecamatan Wded
26 Deca Waledasem Kecamatan Waled
27 Desa Cisobang Kecamatan Pasaleman
28 Desa Cigobangwangi Kecamatan Pasaleman
29 Desa TOQjonfE Kecanatan Pasaleman

4 Pe ftiacasan defiganKabupatenMajalengka 1 Eiesa CikarfuanH Kecanatan B ukupuntane
2 Desa`Cipanas Kecanatan D ukupuntang
3 Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang
4 Desa Cupang Kecanatan Ciwaringin
5 LE}eca_Ba_ba±aan~_____7_~~_,_th.__,I_.. Kecamatan_`..Ci=warinrin . ... _,__„
6 DesaWa± Kecanatan Cfroraringin
7 Desa Luwunfkencana Kecamatan Susukan
8 Desa Budur Kecamatan Susukan
9 Desa Tangiv Kecamatan Susukan
10 Desa Susurfu Kecamatan Susutran
11 Deca Kejiwan Kecamatan Susukan

5 Perbatasan denganKabupatenIndramayu 1 Desa Bungko Lor Kecanatan Kapetakan
2 Deca Kapetakan Kecamatan Kape takan
3 Desa Jagapura Kulon Kecarmtan Gegfsik
4 Desa Jagapun Lou Kecamatan Gefpesik
5 Desa Jagapura Wetan K€canatan Geg€sik
6 Desa Sibubut Kecamatan Gegesik
7 Deca Slendra Kecanatan Ge2esik



no, H&rmsaqPermtdEinan hohiBcs&/ Eel- Hecanatan
8 Desa Slerrdra Kecanatan Cie=esik
9 Dcsa Slendra Kecamatan Gegesik
10 ness Stendra Keeanatan Gesesik
11 Desa Guwa Lor Kecamatan Kaliwedi
12 Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan
13 Desa Jatianom Kecamatan Susukan
14 Desa Luwung Kencana Kecamatan Susukan

BUPATI CIREBON,

E=
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NOTA   DINAS

BAPAK BLJPAT] CIREBON
KEPALA DINAS PERul\AAHAN, RAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN RABUPATEN CIREBON

sO  Maret 2024
Gce+            /   8sG       /DPKPP

1 {satu) befkas
Permohonan   Penetapan   Kawasan   Permukiman   Desa   Perbatasan  di
Kabupaten Cirebon

Tanggal    /
Nomor      I
Larripiran
Perihal

Dipermaklumkan  dengan  hormat,  dapat  kami  sampaikan  haf*hal

sebagai berikut:

1. Kawasan permukiman di Kabupaten Cirebon yang sudah mendapatkan

perhatian di bjdang infrastruktur adalah kawasan permukiman di tokasi

peningkatan kualitas dan pencegahan perumahan kumuh dan kawasan
kumuh  Kabupaten  Cirebon  sesuai  dengan  Ketetapan  Bupati  Cirebon

Nomor 600/Kep.169-DPKPP/2023 tanggal 15 Maret 2023.

2. Sedangkan    kawasan    permukiman    diluar   yang   telah    ditetapkan

sebagaimana  dimaksud  pada  angka  1,  belum  banyak  mendapatkan

perhatian dari Pemerintah terutama dibidang infrastruktur.
3. Salah   satu   kawasan   permukiman   sebagaimana   dimaksud   pada

angka 2 ada[ah kawasan permukiman desa perbatasan yaitu kawasan

permukiman yang terietak di perbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah
dan kota/ kabupaten di sekitar Cirebon yaitu  perbatasan dengan Kota

Cifeb6n, KaBupaten Kunifigafi. tcabtipaten MajalengRa, dan Kabupaten

lndramayu.

4.Telah    tersusunnya    Laporan    Penyusunan    Database    lnfrastruktur

Perbatasan KabLipaten Cireben dengan Kota Cirebon dan Kabupat©n

Kuningan    Tahun    2014,     Laporan    Perencanaan    Pengembangan

lnfrastruktur   Wilayah    Perbatasan   dengan    Kabupaten   Majalengka

Tahun  2019,  dan  Laporan  Evaluasi  Kebutuhan  lnfrastruktur  Wilayah

Perbatasan  Kabupaten Cirebon dengan Kabupaten lndramayu Tahun

2021  yang djlakukan oleh Bappelitbangda, rramun sampai dengan saat

ini belum adanya penetapan kawasan permukiman desa perbatasan.



5. Dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  infrastruktur  yang  menduktjng
*1

fungsi  kawasah  permckiman  desa  perbatasan  sebagai  salah  satu

muka  Kabupaten  yang  memiliki  nilai  tinggi  untuk  dijadikan  kawasan

strategis  di  kawasan  sebegaimama  dimaksud  pada  angka  3  dan  4,
Kawasan  Permukiman  Desa  Perbatasan  di  Kabupaten  Cirebon  perlu

ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak Bupati

berkenan    untuk    menandatangani    Keputusan    tentang    Penetapan

Kawasan Permukiman Desa Perbatasan di Kabupaten Cirebon.

Demikian  atas  perhatian  dan  perkenannya,  kami  haturkan  terima

kasih.

KEPAIA DINAS PERUMAHAN,
RAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KABUPATEN CIREBON,

Pembina Utama Muda, lv/c
NIP.196603301994031002



5. Dalem  rangka ,meningkatkgr  kua!itas  inffastruktur yang  mendukung

fungsi   kawasan   permutfroiman  desa  perbatasan  sebagai  salah  satu

muka  Kabupaten  yang  memiliki  nilai  tinggi  untuk  dijadikan  kawasan

strategis  di  kawasan  sebegaimana  dimaksud  pada  angka  3  dan  4,
Kawasan  Permukiman  Dese  Perbatasan  di  Kabupaten  Cirebon  perlu

ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Berkenaan dengan hal tasebut, kami mchon kiranyaE Bapak Buparti

berkenan    untuk    menandatangani    Keputusan    tentang    Penetapan

Kawasan Permukiman Desa Perbatasan di Kabupaten Cirebon.

Demikian  alas  perhatiart  dan  perkenannya,  kami  haturkan  terima

kasjh.

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
RAWASAN PERMUKiMAN DAN PERTANAHAN

RABUPATEN CIREBON,

NIP.196603301994031002


